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LABORATORIUM DAN SIMULATOR 
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

BIDANG TRANSPORTASI LAUT DAN KEPELABUHANAN

	Kementerian Negara / Lembaga
	:
	Kementerian Perhubungan                                     

	Unit Eselon I
	:
	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

	Program
	:
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

	Hasil (Outcome)
	:
	Penyediaan SDM yang memiliki kompetensi, handal, terampil, ahli di bidang transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian serta memiliki daya saing tinggi untuk menunjang penyelenggaraan program dan kegiatan pada satker perhubungan

	Kegiatan
	:
	Workshop Revew Skenario Laboratorium dan Simulator 

	Indikator Kinerja Kegiatan

	:
	Tersedianya Skenario pembelajaran dan pengujian di laboratorium dan simulator. 

	Jenis Keluaran (Output)
	:
	Skenario Pembelajaran dan pengujian praktek di laboratorium dan Simulator

	Volume Keluaran
	:
	1

	Satuan Ukur Keluaran (Output)
	:
	Kegiatan


A. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan.

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

g. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 Tahun 2009 tentang Penetapan Standar pelayanan Minimal pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;

i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departeman Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

j. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 28 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran;
k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 95 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Perhubungan Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 86 Tahun 2016.

2. Gambaran Umum
Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :
a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
d. Meningkatkan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi, dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan penegakan hukum secara konsisten;
f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan infrastruktur sector transportasi.
Visi dan Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan, selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, Visi dan Misi Kementerian Perhubungan, dan menindaklanjuti amanat Undang-Undang di Bidang Transportasi antara lain:

a. Undang Undang Nomor  23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
b. Undang Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
c. Undang Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;
d. Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan.
Dalam keempat Undang-Undang di Bidang Transportasi tersebut diatas, mengamanatkan bahwa Pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Visi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah: “Terpenuhinya SDM transportasi yang prima, profesional, beretika dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan”
Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka telah dirumuskan Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan  adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerja sama dan kemitraan dengan stakeholder terkait;
c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.
Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, yang berada di bawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Manusia Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM di bidang transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional, dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparansi.

Sesuai dengan Permenhub Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran dalam Pasal 2 yang menyatakan “PIP mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pelayaran”.
Laboratorium, Simulator, Workshop dan Engine hall merupakan tempat sarana pembelajaran yang menggunakan semua peralatan dan peragaan didalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta didik. Didalam pembelajaran tersebut taruna dapat mensimulasikan dan mempraktekkan hasil yang didapat dalam teori dikelas. Bagaimana pembelajaran praktek di laboratorium dan simulator bisa berjalan dan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan stcw apabila tidak disipakan dan dirancang serta rencanakan dengan baik. Oleh karena itu maka perlu diadakan dan dibuatka skenario pembelajaran di dalam laboratorium dan simulator. Selain sebagai tempat pembelajaran praktek, laboratorium dan simulator merupakan tempat untuk melakukan ujian kopetensi, sehingga perlu adanya sebuah sekenario pengujian kopetensi yang dilakukan oleh peserta didik untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, terampil, berkompeten. 

3. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah skenario yang ada saat ini memerlukan pembaruan dan penambahan sesuai dengan perkembangan simulator dan kopetensi yang disyaratkan oleh STCW.
4. Tujuan Kegiatan 
a. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Kegiatan
Memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam pembuatan skenario pembelajaran di Laboratorium dan simulator yang mudah dipahami dan sesuai standart didalam IMO model course. 

2) Tujuan Kegiatan

Tersusunnya skenario pembelajaran di laboratorium dan simulator sesuai dengan fungsinya.
b. Output

Tersusunnya Skenario Pembelajaran dan pengujian praktek di laboratorium dan Simulator Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

c. Outcome
Terlaksanakannya pembelajaran dan pengujian di laboratorium dan simulator yang sesuai dengan IMO Model Course. 
5. Lingkup Kegiatan, Jenis Kegiatan dan Lokasi

a. Lingkup Kegiatan 
Semua kegiatan workshop revew skenario laboratorium dan simulator  PIP selama satu tahun anggaran di laksanakan secara optimal dan memenuhi standar nasional dan atau internasional.

b. Jenis Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan berupa workshop dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dan memahami pembuatan scenario sesuai IMO Model Course,
c. Lokasi 

Pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan dengan panitia penyelelenggara workshop PIP Semarang.
B. PENERIMA MANFAAT 

Penerima manfaat dari kegiatan workshop revew skenario laboratorium dan simulator adalah seluruh civitas Akademika PIP Semarang dan stakeholder.
C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan 


Kegiatan workshop revew skenario laboratorium dan simulator   dilakukan dengan dibiayai seluruhnya oleh DIPA Tahun Anggaran 2020.

2. Tahapan Pelaksanaan


Pelaksanaan rencana pekerjaan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2020, diatur sebagai berikut :

a. Perencanaan


Dalam tahap perencanaan akan diadakan rapat perencanaan mengenai rencana revew skenario laboratorium dan simulator, jumlah peserta, narasumber, ATK serta fasilitas pendukung lainnya.
b. Pelaksanaan Kegiatan
c. Pelaporan kegiatan kepada Direktur PIP Semarang
MATRIK PELAKSANAAN WORKSHOP REVEW SKENARIO LABORATORIUM DAN SIMULATOR
	NO
	KEGIATAN
	2020

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Persiapan/ perencanaan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pelaksanaan kegiatan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Pelaporan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Pelaksana Dan Penanggung Jawab

a. Pelaksana kegiatan


Pelaksana kegiatan adalah unit laboratorium, simulator, workshop dan engine hall Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. 
b. Penanggung jawab 

Penanggung jawab kegiatan adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang.

4. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Jadwal Pelaksanaan Kegiatan


Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam tahun 2020 dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
D. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Biaya yang diperlukan dalam kegiatan ini akan dibiayai dari DIPA tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 191.825.000,- (seratus Sembilan puluh satu juta us delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dapat dilihat dalam Rincian Anggaran Belanja terlampir.


Semarang,  	Maret 2019
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